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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Bahwa “Negara Republik Indonesia adalah negara agraris, oleh karena itu 

pertanian yang maju, efisien, dan berketahanan mempunyai peranan penting dalam 

mencapai tujuan pembangunan nasional” merupakan salah satu pernyataan hukum 

yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2l9 Talhun 2l000 tentang 

Perllindulngaln Valrietals Talnamaln. Dalam hal ini pertanian menjadi faktor 

pendorong perkembangan industrialisasi, sebagai sumber lapangan pekerjaan. 

sumber bahan pangan, sumber devisa negara dan lain sebagainya. Sehingga 

keberpihakan terhadap sektor pertanian harus selalu diperhatikan dengan menjaga 

lahaln pelrtalnialn dari belrali lh fulngsi melnjaldi lalhan selain pelrtanialn.  

Pasal 1 aya lt (1l) daln ayalt (2l) Undalng-Undalng Republik Indonesia Nomo lr 4l1 

Talhun 200 l9 telntalng Pelrlindulngaln Lahaln Pelrtanialn Pangaln Belrkelalnjutaln 

memberikan definisi Tanah adalah bagian dari permukaan bumi yang berbasis 

daratan. Ini adalah lingkungan fisik yang terdiri dari tanah dan semua elemen yang 

mempengaruhi cara penggunaannya, seperti topografi, iklim, geologi, dan fitur 

hidrologi yang terjadi secara alami. atau hasil kegiatan manusia. Selain itu, harta 

benda yang dipergunakan untuk usaha pertanian diklasifikasikan sebagai tanah 

pertanian."  

Perubahan fungsi pertanian dan kurangnya semangat generasi muda terjun ke 

lapangan turut berkontribusi terhadap kemunduran sektor pertanian seiring 

berjalannya waktu. Menurut Putri (dalam Suptra, 2023:68) kebutuhan atas tanah 
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selmakiln meningkatt seiring delngaln bertambahnya jumlah penduduk, julmlalh bladan 

usalha, kegiatan pembangunan da ln kebu ltuhaln lailn yalng sejalan delngaln  

perkembangan globalisasi, sehingga penggunaan tanah  tidalk  salja  selbagali  tempalt 

berlm luki lm,  dan  berta lni melainkan ju lga selbaglai tempat kegiatan non pertanian. 

Selain itu kegiatan yang dianggap kurang produktif ataupun kurang menghasilkan 

akan dengan cepat digantikan dengan kegiatan yang lebih produktif dan lebih 

menghasilkan. Faktor demikianlah yang kemudian menimbulkan persaingan untuk 

menciptakan pemanfaatan lahan yang dianggap lebih menguntungkan sehingga 

mendorong terjadinya perubahan fungsi lahan pada lahan pertanian (Hastuty, 

2018).  

Saat ini diketahui semakin banyak lahan pertanian yang dijadikan lahan untuk 

kepentingan lain secara tidak bijaksana, seperti beroperasi sebagai industri yang 

tidak diatur, tujuan wisata, ruang organisasi, dan sebagainya. Pada dasarnya adalah 

tanggung jawab kita untuk melestarikan alam, baik kawasan hijau maupun kawasan 

perairan. Alih Fungi lahan pertanian dalam prakteknya menimbulkan berbagai 

dampak negatif seperti lahan pertanian semakin sedikit sehingga keseimbangan 

ekosistem tidak terjaga yang mengakibatkan  menurunnya  produksi  pangan  

nasional juga menghilangkan sumber penghasilan buruh  tani, dan pada akhirnya 

pembangunan ketahanan dan kemandirian pangan nasional tidak dapat tercapai 

(Ayunita, 2021). Pangan merupakan kebutuhan esensial bagi setiap komunitas, dan 

memastikan ketersediaannya sangat penting karena pangan memengaruhi berbagai 

aspek kehidupan, termasuk sosial, ekonomi, dan politik suatu negara. Membangun 

ketahanan pangan dan kemandirian adalah tanggung jawab negara untuk mencapai 

kesejahteraan masyarakat serta memastikan pemenuhan hak asasi manusia terhadap 
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pangan. Hal ini menegaskan pentingnya kebijakan yang berfokus pada ketersediaan 

dan aksesibilitas pangan bagi seluruh lapisan masyarakat. 

Berdasarkan ketentuan pa lsal 3 l3 aylat (3l) Undalng-Undalng Dalsar Nelgarla 

Relpulbli lk Inldonelsia Talhun 194 l5 menjelaskan bah lwa “Bumi dan udara serta 

kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan 

dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.” Lebih lanjut, “Pada 

hakikatnya lahan pertanian pangan adalah bagian dari bumi anugerah Tuhan Yang 

Maha Esa yang dikuasai oleh negara dan dimaksudkan untuk mencapai 

kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. " 

Dampak dalri pelrubalhaln fulngsi lahaln pelrtalnialn me lnjadli noln-pelrtani lan 

memaksa pemerintah untuk mengambil langkah-langkah perlindungan terhadap 

lahlan perltanlialn palnglan. Tujuannya aldalalh untu lk menjaga agar ketersediaan laha ln 

pelrtalnialn palngaln tetap terjaga, sehingga kebutuhan pangan masyarakat Indonesia 

dapat terpenuhi. Sebagai respons, pemerintah menetapkan kebijakan perlindungan 

terhadap lalhaln pelrtalnialn palngaln belrkelalnju ltan melalui Unldang-Undanlg Nlomor 4l1 

Tahuln 2l009 selbagali upaya untuk mengendalikan da ln memperlambat alih fungsi 

lahan pertanian. 

Langkah-langkah tindak lanjut setelah penetapan Un ldang-Undalng Nomor 4l1 

Tahlun 2l009 te lntalng Pelrlindlungaln Lalhan Pelrtani lan Palngan Ber lkel lanj lutan meliputi 

penerapan berbagai per latu lran pelmerin ltah. Ini termasuk P leratu lran Pelmeri lntalh 

Nolmor l1 Talhun 20l11 telntalng Pelnetalpaln daln Ali lh Fu lngsi Lalhan Pelrtanialn Palngaln 

Belrkel lanju ltan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Insentif 

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Peraturan pemerintah Nomor 
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25 tahun 2012 telntalng Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, 

dan lain-lain. Selain itu, terdapat juga regulasi di tingkat da lerlah yalng telrkalit delngan 

Pelrlilndulngaln Llahaln P lertalnialn Palngan Berlkelalnju ltan. 

Menurut ketentuan-ketentuan tersebut, La lhan Pelrtani lan Pangaln 

Belrkellanjultan (LP l2B) di ldefilnisiklan selbagali area tanah pertanian yalng secara 

khusus ditetapkan unltuk dipertahankan d lan dikelola secara konsisten daln 

berkelanjutan gulna memastikan ketersediaan pa lngaln, suatu kebutuhan dasar 

manusia, tetap terpenuhi. Kebijakan ini merupakan suatu sistem yang melibatkan 

pengendalian dan pemantauan berkala terhadap lahan pertanian untuk memperkuat 

kelmalndlirialn, keltalhanlan, daln keldaullataln palngaln nalsio lnal. Dengan adanya Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 2009 telntanlg Perlindungan Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan, diharapkan dapat mengurangi praktik a llih fulngsi lahaln pelrtanialn 

melnjadli no ln-pelrtalnialn. 

Menurut pelneli ltialn yang di llakulkaln oleh Ali Irfan Effendi Rangkuti (2023), 

seringkali ditemukan bahwa tanah ya lng tel lah di ltetlapklan selbalgai Lalhan Pelrtalnialn 

Palngaln Belrkellanjultan sebenarnya bukanlah la lhaln pelrtalnialn. Hlal i lni bertentangan 

dengan kriteria yang di latu lr dallalm Peraturan Pemerintah Nolmolr l1 Talhunl 2l011 

telntalng Pelnetalpaln daln Allih Fulngsli Lalhan Pelrtalnialn Palngaln B lerkellanjultan, yalng 

menegaskan balhwa tanah yalng dapat dijadikan L lahaln Perltanilan Palngaln 

Berlkelalnju ltan aldalalh tanah yalng sudah digunakan sebagai lahan pertanian. Dalam 

menetapkan suatu tanah se lbalgai Klawalslan Pelrtalnialn Palngaln B lerkellanjultan, harus 

mempertimbangkan area pe lrtani lan, khususnya di pedesaan, yang memiliki luas 

lahan pertanian serta fasilitas pendukungnya untuk memastikan ke lmalndi lrialn, 

keltahlanlan, daln keldaullataln palngaln nalsio lnall. Olelh kalrenla it lu, penetapan status lahan 
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sebagai Lalhan Pe lrtani lan Palngaln Belrkellalnju ltan halrus selllsu lai delngaln kondisi dan 

peraturan yalng telalh ditetapkan. 

Jika dikaitkan dengan hak kepemilikan ata ls talnalh yalng berstatus lalhan 

pelrtalnialn palngaln belrkelalnju ltan maka akan merujuk pada Pe lratu lraln Pelmeri lntalh 

Nolmor 1l2 Talhun 2l012 telntalng Inlsent lif P lerlilndulngaln Lalhan Pelrtalni llan Palngaln 

Belrkelanjlutaln dimana menjelaskan bahwa pemegang ha lk altas talnah yalng 

di lltetapklan selbalgali lalhaln pelrt lani lan palnglan bllerkelalnju ltan akan mendapatkan 

insentif dari pemerintah. Namun pada kenyataannya, pemilik tanah tidak 

mengetahui bahwa tanahnya berstatus l lahaln plertalnialn palngaln belrkel lanj lutaln yalng 

berarti dallam h lal i lni pemilik tanah tidak mendapatkan insentif yang dimaksud pada 

undang-undang terkait. Insentif dalam hal ini untuk mendukung keberlanjutan dari 

kegiatan pertanian tersebut, sehingga mendorong petani untuk tetap 

mempertahankan pertaniannya menjadi kegiatan pertanian dalam jangka Panjang 

dan berkelanjutan.  

Akibat ketidak tahuannya, pemilik tanah pe lrtalni lan yalng tanahnya di ltetalpkaln 

melnjaldi lahaln pelrtani lan palngan belrkelalnjultan sering kali berencana 

mengalihfungsikan tanahnya ataupun sudah dialihkan fungsi tanahnya untuk 

kepentingan pribadi yang awalnya berupa lahan pertanian menjadi perumahan 

ataupun villa. Sehingga pada praktiknya alih fungsi lahan masih tetap terjadi. Hal 

ini menandakan bahwa implementasi dan penegakan da lri pelratu lran Lalhan 

pelrtanlialn plangaln blerkellalnju ltan belum efektif (Kusniati, 2013). “Pemerintah kini 

membuat undang-undang dan pembatasan lainnya sebagai bagian dari tujuannya 

untuk melindungi lahan pertanian, khususnya lahan pertanian pangan 

berkelanjutan. Namun, upaya pengaturan konversi lahan pertanian pangan 
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berkelanjutan tidak akan efektif jika tidak dimasukkan ke dalam pertumbuhan 

ekonomi. sektor pertanian yang terintegrasi atau tidak menerima dukungan yang 

memadai." (Widayati, 2015). Sehingga apa yang menjadi tujuan di ltetalpklannlya 

Unldang-Undalng Nlomor 4 l1 Talhun 200 l9 telntalng P lerlilndlungaln Lalhan plertalnialn 

P langlan B lerkellanju lt lan akan tercapai melalui aparat penegak hukum dalam 

menafsirkan peraturan perundang-undangan. Salah satu cara berpikir mengenai 

penegakan hukum adalah dengan mengikuti prosedur yang secara jelas tertuang 

dalam peraturan (Arif, 2019).  

Penegakan hukum mengenai la lhan pelrtanlialn p langaln blerkellanljutalln 

merupakan masalah ya lng salngalt kompleks karena menyangkut berbagai aspek  

sehingga tidak dapat hanya di llakulkaln olelh alparalt pelnelgalk hu lkulm saja yang dallam 

hlal in li aldalalh B ladan Pelrtalnahlan Nalsi lonlal (BlPN) serta tidak boleh dilakukan dari 

satu sudut pandang saja karena nantinya akan melibatkan berbagai pihak, seperti 

keterlibatan masyarakat, dan pelaku usaha yang sangat erat kaitannya dengan 

pellllrlinldunglan la lhan perltalnialn palngaln belrklelanljutaln sehingga dallam prosels 

penegakan hukumnya perlu memuat pastirispasi masyarakar, pelaku usaha maupun 

stakeholder lain yang dianggap memegang peranan penting dalam penegakan 

hukum melngelnai plerlinldulngaln lalhan p lertlani lan plangaln belrkel lanju ltaln aglar dalpat 

maksimal dilaksanakan.  

Ditinjau dalri Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Telntang Perlindungan 

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terdapat kekosongan norma dimana belum 

diatur mengenai partisipasi dari berbagai pihak yang memegang peran penting 

telrkai lt delngaln pelrlinldunlgan lalhan pelrtani lan palngaln belrkellanjultan sehingga 
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implementasi se lcarla langsung proses penegakan hukum peraturan ini belum dapat 

dilakukan secara maksimal.  

Berdasarkan uraian la ltar b lelaklalng masalah di latals, maka pelnullis telrtalri lk 

mellalkuklan pelnellitialn delngaln ju ldul “Sinergitas Pentahelix Sebagai Strategi 

Penegakan Hukum Mengenai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Dalam 

Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Lahan Pertanian 

Pangan Berkelanjutan” 

1.2 Identifikasi Masalah   

Belrdalsarklan l latar belalkalng yalng suldah di lurai lkaln dli at las, malka dlapalt diambil 

kesimpulan bahwa pe lrmalsalalhaln penelitian yang akan diajukan penulis dapat 

diidentifikasikan masalahnya antara lain:  

1. Banyaknya la lhan plertalnialn plangaln berkelanjutan ya lng dilali lh fulngsi lkaln 

m lenjaldi lalhan noln plertalnialn seperti permukiman, villla dan perkantoran. 

2. Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap peraturan U lndang-Undalng 

No lmor 4l1 Tahuln 20l09 Telntalng Pelrlindulngan Llahan P lertalnialn P langaln 

Berlkel lanju ltan. 

3. Implementasi Undalng-Undalng Nolmor 4l1 Talhun 2 l009 Telntang Llalhan 

Pelrtalnialn Palngaln B lerklelanju ltan blelum maksimal dilakukan oleh Badan 

Pertanahan Nasional (BPN) sebagai penegak hukum. 

4. Adanya kekosongan aturan mengenai sinergitas  dala lm Undalng-Undalng 

Nom lor 4l1 Tahuln 20l09 Telntang Lalhan Pelrtanialn Palngan Belrkelalnju ltan. 
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1.3 Pembatasan Masalah   

Agar penelitian ini tetap fokus dan tidak menyimpang dari inti permasalahan, 

penulis membatasi ruang lingkup masalah sesuai dengan latar belakang yang telah 

dijelaskan sebelumnya. Oleh karena itu, fokus pe lneli lti lan i lni aldalalh palda kurang 

optimalnya imlplemlentalsi lalhan pelrtanialn palngaln belrkellanjlutaln oleh penegak 

hukum. Dengan demikian, perlu dibahas strategi yang dapat menjadi dasar untuk 

meningkatkan proses penegakan produk hukum terkait La lhan Pertalnialn Pan lgaln 

Belrkelalnju ltaln. 

1.4 Rumusan Masalah   

Belrdlasalrkaln latalr bell lakalng di lat las, dapat dirumuskan beberapa ru lmulsaln 

malsallalh selbalgali b lerilkult :  

1. Balgai lmalna Pelrlilndulngaln Hu lkulm Lalhan Pelrtani lan Plangaln Belrkelanljutaln 

Dlalam Perspektif Unda lng-Undalng Nomlor 4l1 Tahu ln 20l09 Tentang 

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan?  

2. Bagaimana Sinergitas  dalam Penegakan Hukum Terhadap Pe lrlinldulngaln 

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan? 

1.5 Tujuan Penelitian   

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:  

1. Tujuan Umum  

Adapun tu ljualn u lmum dalri pelnelit lialn in li ad lal lah ulntu llk menambah 

pengetahuan dan wawasan dalam bidang ilmu hukum terkait dengan 

Sinergitas Pentahelix sebagai Strategi Penegakan Hukum mengenai La lhan 

P lertalnialn Palngan Belrkellanljut lan d lalalm Perspektif Undalng-Undanlg Nolmor 4l1 
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Tahuln 200 l9 serta diharapkan mampu memberi sumbangan pemikiran terkait 

strategi yang dapat dilakukan dalam penegakan hukum mengenai 

pelrlindu lngaln lalhan plertalni lan palngaln blerkellanljultan.  

2. Tujulan Khulsuls 

a. Untuk mengetahui bagaimana pe lrl lindu lngaln hu lkum lalhan perltanlialn 

palnglan belrkel lanju ltan dalam perspektif Undang-Undang Nomor 41 

Tahlun 20l09. 

b. Untuk mengetahui bagaimana sinergitas pentahelix dapat menjadi 

suatu strategi dalam menegakan pe lrlinldungaln telrhaldap Llahlan 

P lertalnialn Palngaln Belrkelalnjutaln. 

1.6 Manfaat Penelitian   

Sulat lu pelnellitilan ti ldak halnya belrmalnfalat blagi plenullis salja, tetapli ju lga halrus 

bermanfaat balgi banyak pih lak. Ada dua cara untuk melihat keuntungan dari 

penelitian informasi: secara teoritis dan praktis. mengandung penelitian, di lharlapklan 

aklan dapat melmberliklan malnfalat s lebalgali berilkult: 

1. Manlfalat Teo lriti ls  

a. Untuk memperluas pemahaman keilmuan di bidang hukum dan 

menentukan caranya Sinergitas Pentahelix Sebagai Strategi Penegakan 

Hukum Mengenai Lalhan Pelrtani lan Palngan Belrkelalnjutaln Dallam 

Pelrspekltif Undalng-Undalng Nom lor 4l1 Tahuln 20l09. 

b. Menjadikan data ilmiah yang dapat digunakan oleh pihak atau peneliti 

lain yang ingin menggunakannya sebagai pedoman melalkukaln kaji lan 

daln lpenlelitialn selanjutnya yalng belrkalitaln delngaln Sinergitas Pentahelix 
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Sebagai Strategi Penegakan Hukum Mengenai L lahan Pelrtanlian Palngaln 

Berlkel lanju ltaln Dallam Perlspektif Undalng-Undalng No lmor 4l1 Tahuln 2l009. 

c. Pen leli ltialn inli dilharaplkllllllllan d lapat melmbelriklan ko lntrilbulsi pelmilkirlan dan 

solusi dala lm bidang Ilmu Hu lkum yalng berlkaita ln denlgan Penegakan 

Hukum mengenai Lalhaln Pelrtanlian Palnglan B lerkellalnjut lan. 

2. Manfalat Prak ltis   

a. Balgi Penulis  

Pelneli ltialn hukum ilni di lharlapklan dalpat bermanfaat dalam m lenalmbalh 

walwaslan daln penlgetahulan baru bagi penulis, yang mana ha lsil pelnel litialn 

hukum in lli selanjutnya dalpat di ljadlikaln selbalgali pegangan penulis dalam 

proses pembelajaran. 

b. Bagi Pemerintah  

Pelnellit lialn ilni di lhalralpklan d laplat m lenj ladi rujukan dalam pembentukkan 

atau pengambilan kebijakan untuk memperkuat perangkat atau 

instrumen penegakan hukum mengenai per llindu lngaln lalhlan pelrtalni lan 

palngaln belrkel lanju ltan. 

c. Bagi Masyarakat  

Diharapkan masyarakat dapat memperoleh manfaat dari proyek 

penelitian ini dalam bentuk peningkatan informasi untuk membantu 

memecahkan masalah yang berkaitan dengan Tanah Plertalnialn 

Palngaln Belrkelalnjutaln. 


